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BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang
telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut ini disajikan kesimpulan
yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Provinsi Kepulauan Riau
dalam melindungi kepentingan konsumen adalah melakukan pengawasan
secara pre-market dan post-market. Pengawasan ini dilakukan untuk
melindungi konsumen dari obat dan makanan yang beresiko tinggi pada
masyarakat. Peran pengawasan Balai POM di Batam belum mencapai hasil
maksimal yang sesuai dengan UUPK, karena kurangnya kesadaran dari
pelaku usaha dan konsumen.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaku usaha tidak memberikan ganti
kerugian karena pelaku usaha bukan produsen melaikan penjual. Pelaku usaha
dalam menjual produk kosmetik yang berbahaya semata-mata untuk mencari
keuntungan. Kerugian yang dialami konsumen tidak sebanding dengan
keuntungan yang di dapatkan pelaku usaha terhadap hasil penjualan kosmetik.

B. Saran
1. Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan

sebaiknya melakukan sosialisasi agar timbul kesadaran dari konsumen dan
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pelaku usaha dalam hal membeli dan menjual suatu produk kosmetik. Serta
menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Karena melihat
tugas dan tanggung jawab dari Balai POM vyaitu melakukan pengawasan
terhadap dua (2) Kota dan lima (5) Kabupaten, agar Balai POM dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik.

. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu dalam melakukan
kegiatan pemasaran dan penjualan produk harus memperhatikan hak-hak
konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha harus memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan produk atau barang
yang dijual. Dengan demikian akan tercipta hubungan antara konsumen
dengan pelaku usaha yang baik.

. Konsumen harus lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian
terhadap suatu barang dan/atau jasa tertentu. Konsumen jangan mudah
tergoda oleh harga yang murah. Konsumen sebaiknya lebih kritis dan bijak
dalam membeli suatu barang dan/atau jasa dengan memperhatikan apakah
barang tersebut legal atau ilegal. Barang legal telah memiliki ijin dan aman
untuk digunakan, berbeda dengan yang ilegal karna tidak ada jaminan akan

keamanannya.
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